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PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Reformasi pengelolaan keuangan Negara ditandaiatetegbitnya paket
undang-undang keuangan Negara, yaitu Undang-Un8omgor 17 tentang
Keuangan Negara, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 206dtartg
Perbendaharaan Negara dan Undang-Undang Nomor Hiin T2004 tentang
Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab KeuaNggara. Era
reformasi merupakan era integritas, transparansi dkuntabiltas yang
diwujudkan dalam penerapan Reformasi Birokrasingjidungan pemerintahan.
Reformasi birokrasi merupakan perubahan besar dpdadigma tata kelola
pemerintahan IndonesiaReformasi birokrasi merupakan tanggung jawab dari
masing-masing Kementerian/Lembaga.

Selain itu, reformasi birokrasi juga bermakna sebagbuah pertaruhan
besar bagi bangsa Indonesia dalam menyongsongng@amaabad ke-21.
Reformasi birokrasi berkaitan dengan ribuan progampang tindih
(overlapping antar fungsi-fungsi pemerintahan, melibatkan gotgpegawai,

dan memerlukan anggaran yang tidak sedikit. Setainreformasi birokrasi

! Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 8LiT@010 tentang Grand Design Reformasi
Birokrasi 2010 — 2025



pun perlu menata ulang proses birokrasi dari tihgleve) tertinggi hingga
terendah dan melakukan terobosan banmofation breakthroughdengan
langkah-langkah bertahap, konkret, realistis, suhggungguh, berfikir di luar
kebiasaan/rutinitas yang adaut of the box thinking perubahan paradigma (
new paradigm shiff dan dengan upaya luar biabaginess not as usgyabDleh
karena itu, reformasi birokrasi nasional perlu msie dan membangun
berbagai regulasi, memodernkan berbagai kebijalean ptaktek manajemen
pemerintah pusat dan daerah, dan menyesuaikan tigagsi instansi
pemerintah dengan paradigma dan peran’baru

Reformasi Birokrasi yang dilaksanakan oleh Kemémtérembaga
seyogyanya sejalan dengan pengawasan dan pemari gag dilaksanakan
baik oleh Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APW&upun auditor
eksternal pemerintah. APIP merupakan auditor inpenmerintah yang terdiri
dari Badan Pengawasan Keuangan dan PembangunanP)BRispektorat
Jenderal di Kementerian/Lembaga, Inspektorat Psovitlan Inspektorat
Kabupaten/Kota. Sedangkan auditor eksternal petaérirmdalah Badan
Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (BPK RI) aekindang-Undang
Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengeld@aifanggung Jawab
Keuangan Negara.

BPKP laksana inspektorat pemerintah yang mengapwesjram dan
kegiatan bersifat lintas sektoral yang melibatkatamaKementerian/Lembaga

dan Pemerintah Daerah (Pemda), kegiatan kebendaharmmum negara
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berdasarkan penetapan oleh Menteri Keuangan sdbadahara Umum
Negara; dan kegiatan lain berdasarkan penugasaRreaidert

BPKP sebagai Aparat Pengawasan Intern Pemerint@iPjAmempunyai
peran yang strategis dalam mengawal dan mengawésinasi birokrasi.
Berdasarkan Keputusan Presiden Republik Indonesiadk 103 Tahun 2001
Tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan, @ns@mnganisasi, dan
Tata Kerja Lembaga Pemerintah Non Departemen sebaga telah beberapa
kali diubah, terakhir dengan Peraturan Presiden ddddntahun 2013, BPKP
mempunyai tugas vyaitu melaksanakan tugas pemeaimtati bidang
pengawasan keuangan dan pembangunan sesuai destgatu&n peraturan
perundang-undangan yang berlaku. Selain itu, dirdgberaturan yang sama
juga dijelaskan bahwa dalam melaksanakan tugasnyBRPKP
menyelenggarakan fungsi: a. pengkajian dan penwmskebijakan nasional di
bidang pengawasan keuangan dan pembangunan; bmuyssm dan
pelaksanaan kebijakan di bidang pengawasan keualggapembangunan; c.
koordinasi kegiatan fungsional dalam pelaksanagastBPKP; d. pemantauan,
pemberian bimbingan dan pembinaan terhadap kegm&tagawasan keuangan
dan pembangunan, dan e. penyelenggaraan pembinaan pdlayanan
administrasi umum di bidang perencanaan umum, d&e&tahaan, organisasi
dan tata laksana, kepegawaian, keuangan, kearsipguym, persandian,

perlengkapan dan rumah tangga.

® peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentitgnS Pengendalian Intern Pemerintah



Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentastgr®iPengendalian
Intern Pemerintah (SPIP) menegaskan bahwa BPKPaladaPIP yang
bertanggung jawab langsung kepada Presiden (paaghtl4). Selanjutnya,
dalam pasal 48 ayat 2, disebutkan bahwa BPKP ddia pdhg lain berwenang
untuk melaksanakan penugasan pengawasan intermpabeaudit, reviu,
evaluasi, pemantauan, dan kegiatan pengawasardainn

Peran BPKP diperkuat dengan terbitnya Peraturasidemre (Perpres)
Nomor 192 Tahun 2014 tentang Badan Pengawasan HKawmardan
Pembangunan. Perpres tersebut menyebutkan bahw® BEkKda di bawah
dan bertanggung jawab kepada Presiden. BPKP memputygas
menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang apesgin keuangan
negara/daerah dan pembangunan nasional. Tugaduemdigbarkan dalam
fungsi, antara lain: a. perumusan kebijakan nakiggemgawasan intern
terhadap akuntabilitas keuangan negara/daerah efabgngunan nasional, b.
pelaksanaan audit, reviu, evaluasi, pemantauan, kégmntan pengawasan
lainnya, c. pengawasan intern terhadap perencardem pelaksanaan
pemanfaatan aset negara/daerah, dan d. pembemanliemsi terkait dengan
manajemen risiko, pengendalian intern, dan tatal&eérhadap instansi/badan
usaha/badan lainnya dan program/kebijakan pembnjaag strategis.

Berdasarkan peraturan perundang-undangan di at@&t ddiambil
simpulan bahwa audit merupakan salah satu kegiatama BPKP dalam
pengawasan keuangan Negara. Audit yang dilaksanaldm BPKP dapat

berupa audit operasional, audit kinerja maupuntakeliangan. Standar audit



yang digunakan adalah Standar Audit Aparat Pengawhliernal Pemerintah
(SA-APIP) dan Standar Audit Intern Pemerintah Ireta (SAIPI).

Dalam pelaksanaan auditnya, BPKP dituntut untulalgeienjaga dan
meningkatkan kualitas auditnya. Adanya tuntutanuhukerhadap hasil audit
BPKP maupun permintaan pemberian keterangan aldimdpengadilan oleh
Kejaksaan Rl merupakan salah satu alasan pokok BRI selalu menjaga
kualitas auditnya. Pada tahun 2013, Indosat M2 miemBPKP terkait hasil
audit perihal penggunaan frekuensi 2,1 Ghz yangugiein Negara Rp 1,3
triliun.* Kemudian, pada tahun 2014, mantan Direktur PDAMtahadi
Sumatera Utara menuntut BPKP Perwakilan SumatesigalJPolda Sumatera
Utara dan Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara karemaladi melakukan
perbuatan melawan hukum yang didasari Laporan Haslit BPKP Nomor:
SR-77/PW02/5/2013 tentang penghitungan kerugiararkgan negara atas
tindak pidana korupsi pada kegiatan penagihan negesir PDAM Sumatera
Utara tahun anggaran 2012.

Pada pasal 55 ayat 1 Peraturan Pemerintah Nomoal@dn 2008 tentang
SPIP dijelaskan bahwa untuk menjaga mutu hasilt sajtirat pengawasan
intern pemerintah, secara berkala dilaksanakaahafa sejawa®eer Review
Telaahan sejawat adalah kegiatan yang dilaksanak#npengawas yang
ditunjuk guna mendapatkan keyakinan bahwa pelaksakegiatan audit telah
sesuai dengan standar audit. Namun demikian, tmtagkjawat ini belum

dilaksanakan terhadap seluruh hasil audit yangshlaakan oleh BPKP.

4 http://inet.detik.com/read/2013/01/15/202940/2143142/328/komisi-i-dukung-indosat-tuntut-
bpkp
> http://sumutpos.co/2014/07/82286/azzam-tuntut-gaji



Ardini (2010) menyatakan bahwa kualitas audit yaiigksanakan oleh
auditor dipengaruhi oleh akuntabilitas (tanggungaja) dari seorang auditor
untuk menyelesaikan penugasannya. Dalam peneldiandipaparkan bahwa
faktor-faktor yang mempengaruhi kualitas audit entiin kompetensi dan
independensi (Alim, Hapsari dan Purwanti, 2007)sanpenugasan audit dan
regulasi audit (Wibowo dan Rossieta, 2011), latatakang pendidikan,
kecakapan profesional, pendidikan berkelanjutantyé®angrum, 2012),
kompleksitas audit, tekanan alokasi waktu dan kemuerja (Wijaya, 2014),
dan moralreasoning religiusitas, independensi, dan skeptisisma profel
(Hastuti, 2014).

Penulis meneliti bahwa sebagian besar penelitiang yailakukan
sebelumnya terhadap kualitas audit lebih kepadeifdéualitas auditor yang
telah banyak diketahui (kompetensi, independeasy Ibelakang pendidikan,
kecakapan profesional, pendidikan berkelanjutan kiepuasan kerja) dan
regulasi serta ruang lingkup audit (masa penugasatit, regulasi audit,
kompleksitas audit, tekanan alokasi waktu). Mashgat sedikit penilitian
yang meniliti variabel yang berkenaan dengan agqs#kologis auditor atau
perasaan auditor ketika melaksanakan penugasan audi

Psikologi secara etimologi merupakan ilmu yang m&ajpri mengenai
jiwa atau perasaan manusia, baik mengenai macararmgejalanya, proses
maupun latar belakangnya (Badjuri, 2008). Sedangkamurut Wikipedia

Psikologi adalah sebuah bidang ilmu pengetahuan ildan terapan yang



mempelajari mengenai perilaku dan fungsi mental usiansecara iimigh
Sedangkan aspek psikologis adalah hal-hal yangebeadn psikologi atau
objek dari ilmu psikologi itu sendiri, yaitu yangnsifat kejiwaan, perasaan,
perilaku, maupun fungsi mental manusia.

Berdasarkan hasil penelitian yang disampaikan setela, faktor-faktor
terkait dengan psikologis auditor yang berpengarerhadap kualitas audit
adalah kepuasan kerja (Wijaya, 2014) dan religasgjHastuti, 2014). Suasana
psikologis dari auditor merupakan jiwa atau perasaaditor pada saat
melaksanakan penugasan audit. Penulis merasa y@tih meneliti kembali
kualitas audit yang disandarkan lebih kepada psdisl auditor itu sendiri,
yaitu religiusitas dan kepuasan kerja. Kemudiamnditah dengan variabel
baru, yaitu kepuasan keluarga.

Di Indonesia yang terkenal dengan adat ketimuram tdat beragama,
aspek religiusitas auditor menarik untuk ditelisi religiusitas seseorang
berpengaruh terhadap prestasi kerja, keterlibaggya,kkomitmen organisasi,
kepuasan kerja dan produktivitasnya (Fauzan daav&st, 2005 dan Samsari,
2004). Religiusitas menjadi salah satu faktor yangmpengaruhi kinerja
pegawai karena bekerja adalah salah satu ibadah h@mpahala. Dalam hal
ini, kinerja auditor dinilai dengan kualitas augiing dihasilkannya. Maka dari
itu, penulis merasa perlu untuk meneliti keterkaitlan pengaruh religiusitas

terhadap kualitas audit.

® http://id.wikipedia.org/wiki/Psikologi
’ Kamus Besar Bahasa Indonesia offline versi 1.3



Kepuasan kerja auditor merupakan perasaan yargndigkeorang auditor
di mana apa yang diharapkan dalam bekerja telgheriahi atau bahkan
diterima melebihi apa yang diharapkan (Koesmon0520Kepuasan kerja ini
bersifat abstrak dan berkenaan dengan psikologitoau Kepuasan kerja
auditor ini perlu untuk diteliti karena auditor &ata ujung tombak dari
penugasan audit. Sudah selayaknya dia merasa tdaarguas dalam bekerja.
Sudah menjadi pengetahuan umum bahwa banyak additogkungan BPKP
yang mengundurkan diri dari PNS karena kekurangmuag terhadap kantor
tempat dia bekerja. Ketidakpuasan ini di antaratigababkan antara lain oleh
mutasi/penempatan pegawai yang tidak diinginkamasgaji dan tunjangan
yang dirasa masih kurang. Maka dapat disimpulkamvhaaspek kepuasan
kerja di BPKP merupakan hal yang penting yang patotuk diteliti
keterkaitan dan pengaruhnya terhadap kualitas.audit

Kepuasan keluarga merupakan variabel baru yangitkhka dengan
kualitas audit. Berdasarkan wawancara dan penganpanulis, di lingkungan
BPKP terdapat banyak pasangan suami istri yangakddanya adalah auditor.
Baik auditor di BPKP maupun auditor di Badan PeksariKkeuangan Rl (BPK
RI). Penulis mengamati bahwa bagi seorang audit@sdkeluar kota adalah
suatu keniscayaan, tidak terkecuali untuk para ystng berprofesi sebagai
auditor. Bagi pasangan suami-istri auditor tentuagla tantangan tersendiri,
jika keduanya harus berangkat keluar kota bersamaalanya tekanan
keluarga, konflik pekerjaan keluarga dan keteribakeluarga menjadikan

variabel kepuasan keluarga ini menjadi menarik kiditeliti.



Perbedaan penelitian yang penulis laksanakan dgmgyaglitian yang ada
sebelumnya adalah terkait variabel yang diteliti d@uspenelitian. Penelitian
Wijaya (2014) yang memasukkan variabel kepuasaja keerupakan studi
pada BPKP Pusat, sedangkan pada penelitian inilipenembatasi pada salah
satu eselon satu di BPKP, yaitu Deputi Pengawasatarisi Pemerintah
Bidang Politik, Hukum, Keamanan, Pembangunan Mandan Kebudayaan
(Deputi PIP Bidang Polhukam PMK).

Penelitian Hastuti (2014) yang memasukkan religigssmerupakan studi
pada Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), sedangkan liteneini
dilaksanakan di Deputi PIP Bidang Polhukam PMK pB&KP. Sedangkan,
variabel kepuasan keluarga merupakan variabel fang dikaitkan dengan
kualitas audit. Menurut Frone dan Cooper (1994amafchmad Sudiro (2012)
menyatakan bahwa kepuasan kerja dan kepuasan deluaaling
mempengaruhi satu sama lain (pengaruh timbal balik)

Berdasarkan hal tersebut, penulis melaksanakanlijgemedengan judul
“ANALISIS PENGARUH RELIGIUSITAS, KEPUASAN KELUARGA,
DAN KEPUASAN KERJA TERHADAP KUALITAS AUDIT (STUDI
PADA DEPUTI PENGAWASAN INSTANSI PEMERINTAH BIDANG
POLITIK, HUKUM, KEAMANAN, PEMBANGUNAN MANUSIA DAN
KEBUDAYAAN, BADAN PENGAWASAN KEUANGAN DAN

PEMBANGUNAN)".
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B. Identifikasi Masalah
Berdasarkan latar belakang di atas maka penulisgichemtifikasikan
masalah yang akan diteliti dan dibahas dalam peelini adalah sebagai
berikut:

1. Adanya tuntutan hukum yang mempertanyakan kualdadit BPKP
merupakan risiko yang harus dimitigasi oleh BPKRak®| kualitas audit
merupakan hal utama yang harus selalu dijaga oRFBdan Deputi PIP
Bidang Polhukam PMK;

2. Religiusitas menjadi salah satu faktor yang memaeirig kinerja pegawai
karena bekerja adalah salah satu ibadah yang lapdRauzan dan
Setiawati, 2005 dan Samsari, 2004). Permasalahargaah sisi
religiusitas belum dijadikan sebagai perhatian atadalam menjaga dan
meningkatkan kualitas audit di Deputi PIP Bidan¢ghBkam.

3. Adanya ketidakpuasan kerja di BPKP yang disebalkdatara lain oleh
mutasi/penempatan pegawai yang tidak diinginkata ggji dan tunjangan
yang dirasa masih kurang, sehingga mengakibatkamyakaya
pengunduran diri dari seorang auditor;

4. Adanya tekanan keluarga, konflik pekerjaan keluadgam keterlibatan
keluarga dalam keluarga auditor, terutama untukadegh yang suami-istri
adalah auditor, mempengaruhi kepuasan keluarga;

5. Telaahan sejawagéer reviewsebagai cara untuk menjaga mutu audit belum
dilaksanakan secara menyeluruh terhadap hasil du@ieputi PIP Bidang

Polhukam PMK.
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C. Pembatasan Masalah
Berdasarkan identifikasi masalah di atas, penefidmbatasi masalah
sebagai berikut:

1. Terdapat banyak faktor yang mempengaruhi kualitagdit ayang belum
teridentifikasi dan diteliti pada BPKP. Maka, untukenjaga kualitas
penelitian ini, penulis membatasi pada tiga vatialyaitu religiusitas,
kepuasan keluarga dan kepuasan kerja;

2. BPKP merupakan organisasi besar yang kantornyab@rsdi seluruh
Indonesia. Maka, untuk menjaga kualitas penelitynpenulis membatasi
hanya pada salah satu eselon satu pada BPKP, Dajiuti Pengawasan
Instansi Pemerintah Bidang Politik, Hukum, KeamanBembangunan
Manusia dan Kebudayaan (Deputi PIP Bidang PolhuRMK).

D. Perumusan Masalah
Berdasarkan latar belakang yang telah diungkaplkswls di atas maka
penulis merumuskan masalah yang ada antara lain:

1. Apakah terdapat pengaruh religiusitas terhadap itksalaudit yang
dilaksanakan oleh Deputi PIP Bidang Polhukam PMK?

2. Apakah terdapat pengaruh kepuasan keluarga terhaddipas audit yang
dilaksanakan oleh Deputi PIP Bidang Polhukam PMK?

3. Apakah terdapat pengaruh kepuasan kerja terhadafitasu audit yang

dilaksanakan oleh Deputi PIP Bidang Polhukam PMK?
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E. Kegunaan Penelitian
Penelitian yang dilakukan oleh penulis diharapkapati memberikan
kegunaan kepada berbagai pihak antara lain:
1. Kegunaan Teoritis
Penulisan ini diharapkan dapat memberikan khazakeitmuan,
wawasan dan pemahanan terkait dengan faktor-fa&iog mempengaruhi
kualitas audit terutama yargkus terhadap psikologis auditor.
2. Kegunaan Praktis
a. Bagi Objek Penelitian
Penelitian ini ditujukan untuk mendapatkan faktaktbr yang
berhubungan secara signifikan terhadap kualitast spabla BPKP
khususnya Deputi PIP Bidang Polhukam PMK. Diharapkapada
BPKP khususnya Deputi PIP Bidang Polhukam PMK adapat
meningkatkan kualitas auditnya dengan memperhatikaktor
psikologis auditor seperti yang penulis teliti.
b. Bagi Objek Audit
Meningkatnya kualitas audit BPKP menjadikan lapotaasil
auditnya lebih berkualitas sehingga memberikan a&nfjang lebih

bagi masyarakat, bangsa dan Negara.



